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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kewajiban menunaikan zakat merupakan salah satu pesan dakwah dalam 

ajaran Islam. Pengelolaan zakat dengan keluarnya Undang-Undang no 23 tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, menurut Bambang Sudibyo (2019)1 merupakan 

pesan dakwah kebijakan publik yang sudah menjadi urusan negara. Dalam konteks 

Kabupaten Garut, penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 6 tahun 

2014 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, menjadikan pesan dakwah 

pengeloaan zakat, infaq dan shodaqoh sebagai pesan dakwah kebijakan yang harus 

dilaksanakan di Kabupaten Garut.  

Peraturan Daerah no. 6 tahun 2014 memberikan amanat kepada Bupati 

Kabupaten Garut sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh di Kabupaten Garut dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 

Kabupaten Garut sebagai pelaksana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di 

Kabupaten Garut. 

Peran Bupati Garut dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh sebagai 

pesan dakwah kebijakan publik menjadi sangat penting dalam melakukan 

komunikasi dakwah kepada perangkat pemerintahan daerah kabupaten, dalam hal 

 
1 Sambutan pada Rakorda Baznas se-Jawa Barat, 17/07/2019 di Garut 
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ini sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan 

pemerintahan daerah Kabupaten Garut2.  

Komunikasi dakwah yang dilakukan Bupati-Wakil Bupati Garut kepada 

Baznas Kabupaten Garut sebagai pelaksana pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh di Kabupaten Garut, juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan 

zakat, infaq dan shodaqoh di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Garut, 

karena Baznas Kabupaten Garut sebagai pelaksana pengelolaan zakat, infaq, dan 

shodaqoh dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat tidak dapat melakukannya 

secara langsung ke instansi pemerintah daerah dan kecamatan.  

Dalam kaitannya dengan praktek komunikasi dakwah, menarik untuk 

dicermati pernyataan Bupati Kabupaten Garut, H. Rudy Gunawan, saat menjadi 

Inspektur Upacara Apel Pagi di lapangan Setda Garut, Senin tanggal 1 April 

20193, salah satu poin yang disampaikan dalam pidatonya ia menyampaikan 

ajakan “Ayo kita punya Baznas, mari kita sisihkan 2,5% dari penghasilan kita 

untuk menjalani perintah Allah swt yaitu membayar zakat”. Bupati Garut juga 

mengajak jajaran pegawai pemerintahan Kabupaten untuk ikut bersama-sama 

membangun Garut dalam mencapai Visi Misi mensejahterakan warga masyarakat 

Garut dengan cara membayar zakat, infaq dan shodaqoh melalui Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut.  

 
2 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 209 ayat 2 
3 http://www.koran-fakta.com/ketua-baznas-apresiasi-apa-yang-dilakukan-bupati-garut/ 
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Menurut Rudy Gunawan, sebagai aparatur negara yang terhormat, dan 

pemeluk agama Islam yang taat, mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh akan 

membersihkan harta kita menjadi rejeki yang barokah. Penyaluran zakat melalui 

Baznas Kabupaten Garut menurutnya, dapat tersalurkan dengan baik dan amanah 

melalui program-program yang mensejahterakan warga masyarakat Garut.  

Pernyataan Bupati Garut tersebut, mendapat apresiasi dari Ketua Baznas 

Kabupaten Garut, Rd. H. Aas Kosasih4, bahwa apa yang disampaikan Bupati 

dalam kesempatan apel pagi di hadapan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten 

Garut selain memberikan dukungan kepada Baznas Kabupaten Garut, juga sebagai 

bentuk komunikasi dakwah yang dilakukan oleh pejabat publik dalam 

melaksanakan pesan dakwah dari QS. At-Taubah ayat 103, yaitu “Ambillah zakat 

dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi 

mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

Dalam kesempatan lain, Rudy Gunawan selaku Bupati Kabupaten Garut 

(2019), saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakorda Baznas se-Jawa 

Barat di Garut (17/07/2019), juga menyatakan bahwa Baznas Garut dapat 

berkontribusi untuk dakwah kemanusiaan dalam rangka menekan angka 

kemiskinan di Garut. Potensi zakat profesi ASN di Kabupaten Garut, menurut 

Bupati Garut jika digerakkan dan dikumpulkan melalui Baznas bisa terkumpul 

 
4 http://www.koran-fakta.com/ketua-baznas-apresiasi-apa-yang-dilakukan-bupati-garut/ 
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mencapai 2,5 Milyar per bulan dan dapat didistribusikan untuk pengentasan 

kemiskinan di kabupaten Garut. 

Pernyataan yang disampaikan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut, dalam 

menggerakkan zakat di Kabupaten Garut, khususnya zakat penghasilan/zakat 

profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Garut, dalam pengelolaan 

zakat, infaq dan shodaqoh menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 

Bambang Sudibyo (2019)5 sangat penting. Dalam konteks Kabupaten Garut 

dibutuhkan peran kepemimpinan Bupati Kabupaten Garut sebagai Kepala Daerah. 

Peran kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati Garut dalam 

menggerakkan pengelolaan zakat di Garut, dalam mengkomunikasikan 

pengelolaan zakat sangat penting, khususnya pengelolaan zakat profesi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Garut. 

Penilaian dan apresiasi atas pernyataan Bupati Garut saat membuka Rapat 

Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Jawa Barat (2019)6, tentang pengelolaan 

zakat, infaq dan shodaqoh disampaikan juga oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu 

Ruzhanul Ulum, bahwa kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Garut yang telah 

membuat kebijakan pemotongan zakat profesi dari para ASN di Kabupaten Garut, 

dapat menjadi pilot project untuk dilaksanakan di seluruh Jawa Barat    

Pernyataan-pernyataan Bupati Garut tentang pengelolaan zakat, infaq dan 

 
5 Sambutan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Jawa Barat, 17/07/2019 
6 https://www.g-national.com/2019/07/17/wagub-jabar-apresiasi-keberanian-bupati-garut/ 
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shodaqoh dalam beberapa kesempatan sebagai praktek komunikasi dakwah 

menarik untuk dicermati sebagai fenomena dakwah yang dilakukan oleh Kepada 

Daerah. Praktek komunikasi dakwah merupakan hal biasa jika dilakukan para 

ustadz, ulama dan penceramah di mimbar-mimbar masjid dalam forum pengajian 

atau mimbar jum’at, atau dengan menulis buku-buku keagamaan dan ceramah di 

media elektronik atau media sosial.  

 Fenomena menarik lain, praktek komunikasi dakwah yang dilakukan 

Bupati Garut adalah membuat regulasi turunan dari Perda no. 6 tahun 2016 

tentang pengelolaan ZIS, dengan mengeluarkan Peraturan Bupati, Surat Instruksi, 

Surat Edaran dan Surat Himbauan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Kabupaten Garut untuk melaksanakan zakat penghasilan dan dibayarkan melalui 

BAZNAS Garut. Fenomena tersebut merupakan praktek dakwah bil-kitabah yang 

dilakukan oleh Bupati Garut. Hal lain yang dilakukan oleh Bupati Garut dalam 

kontek pelaksanaan dakwah adalah memberikan contoh menunaikan zakat, infaq 

dan shodaqohnya melalui BAZNAS Garut.  

Fakta menarik lain dalam fenomena dakwah pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh di Kabupaten Garut adalah adanya perkembangan peningkatan 

signifikan penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS Garut dari tahun ke 

tahun sejak tahun 2016.  

Mencermati fenomena komunikasi dakwah dan fakta-fakta mengenai 

pernyataan dan kebijakan Bupati Garut tentang pengelolaan zakat, infak dan 
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shodaqoh sebagaimana diuraikan di atas, dapat dijadikan bebarapa alasan menarik 

dan pentingnya penelitian ini dilakukan, antara lain; pertama, fenomena dakwah 

struktural yang dilakukan oleh Bupati Garut dengan segala kewenangannya 

sebagai kepala daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, 

kebijakan bupati Garut mengenai pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh tersebut 

tidak hanya terbatas pada diterbitkannya Peraturan Daerah, Instruksi Bupati dan 

Surat Edaran Bupati, tetapi Bupati Garut juga terlibat dalam mensosialisasikan 

pelaksaanaan Perda tersebut sampai kepada struktur pemerintahan di bawah 

lingkup birokrasi Kabupaten Garut. Ketiga, masih belum banyaknya penelitian 

dan literatur yang secara spesifik mengkaji mengenai dakwah struktural terutama 

yang secara khusus berkaitan dengan implementasi komunikasi dakwah 

pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh. Keempat, penelitian komunikasi dakwah 

struktural ini merupakan fenomena social yang dapat diteliti dan dianalisis 

menjadi teori-teori dakwah dan relevan dengan keilmuan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa 

hal yang teridentifikasi penting sebagai fokus utama pada penelitian ini. Fokus 

penelitian tersebut berguna untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan 



7 

 

 
 
 
 

dilakukan. Jika tanpa adanya fokus penelitian tersebut, dikhawatirkan peneliti 

akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Oleh sebab itu 

fokus penelitian ini penting untuk mengarahkan dan membimbing penelitian yang 

akan dilakukan7, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian 

dapat membatasi cakupan penelitian.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah komunikasi dakwah struktural Bupati Kabupaten Garut dalam pengelolaan 

Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Selanjutnya agar penelitian ini lebih terarah, maka 

fokus penelitian ini dirinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Bupati Kabupaten Garut melaksanakan dakwah struktural 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh  

2. Bagaimana Bupati Kabupaten Garut memahami dakwah struktural dan pesan 

dakwah pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh?    

3. Bagaimana Bupati Kabupaten Garut membuat infrastruktur dakwah struktural 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh? 

4. Bagaimana Bupati Kabupaten Garut menggunakan kewenangan dalam 

mensosialisasikan dan melaksanakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2014 

tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh kepada kepada internal 

pemerintah daerah dan Baznas Kabupaten Garut? 

 
7Moleong Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya. 93-94. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pelaksanaan komunikasi dakwah Bupati Garut dalam 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh  

2. Mengetahui pemahaman Bupati Garut tentang dakwah struktural dan pesan 

dakwah pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh?    

3. Mengetahui infrastruktur dakwah struktural yang dibuat Bupati Garut 

dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh? 

4. Mengetahui penggunaan kewenangan Bupati Garut dalam 

mensosialisasikan dan melaksanakan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 

2014 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh kepada para ASN 

Pemerintah Daerah dan Baznas Kabupaten Garut? 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan 

akademis dan kepentingan praktis, yaitu: 

1. Secara akademis; penelitian ini diharapkan akan membantu mengembangkan 

penelitian tentang komunikasi dakwah struktural dan pesan dakwah kebijakan 

publik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi 



9 

 

 
 
 
 

kepada Bupati Garut dalam melakukan komunikasi dakwah struktural 

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Garut.  

 

1.4 Landasan Pemikiran 

Landasan pemikiran merupakan sebuah diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika terkait berjalannya sebuah penelitian8. Penelitian ini pada 

dasarnya untuk mendeskripsikan dan mengkaji komunikasi dakwah struktural 

Bupati Garut dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh. Mengacu pada fokus 

penelitian tersebut dalam landasan pemikiran ini, peneliti akan mencoba 

menjelaskan secara substansial kerangka pokok sebagai landasan dasar pemikiran 

pada penelitian ini. 

Komunikasi dakwah merupakan aktifitas penyampaian informasi ajaran 

Islam untuk objek dakwah (komunikan) dengan tujuan agar mengimani, 

mengilmui, mampu mengamalkan, menyebarkan, serta dapat membela kebenaran 

ajaran Islam9, oleh karena itu pada prinsipnya, komunikasi dakwah merupakan 

komunikasi Islam yaitu sebagai kaidah dasar dalam berkomunikasi menurut Islam 

dalam kegiatan berdakwah, yang meliputi isi konten, subtansi, materi, pesan (what 

to say) dan cara atau metode (how to say). 

 
8 Pasca Sarjana KPI UIN. 2017. Panduan Penulisan Tesis. KPI UIN Bandung, 29. 
9 Asep Syamsul M Romli, 2013. Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis. Bandung : ASM,15  
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Dalam konteks komunikasi dakwah, komunikator dakwah dan pesan yang 

disampaikannya menjadi salah satu penentu sebuah proses dakwah dapat berjalan 

secara efektif. Pesan dakwah dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi yang 

dilakukan oleh seorang dai (komunikator dakwah) agar dapat mengubah sikap dan 

perilaku mad’u (komunikan dakwah)10. 

Peran komunikator dakwah menjadi elemen terpenting guna tercapainya 

tujuan yang diharapkan sebagaimana tujuan komunikasi. Ada beberapa tujuan 

mengapa seseorang melakukan komunikasi, diantaranya : pertama, attitude 

change atau perubahan sikap dalam hal ini komunikasi berperan sebagai informasi 

juga pesuasif. Kedua, opinion change atau perubahan pendapat dalam hal ini 

komunikasi berperan sebagai sarana memperngaruhi seseorang atau kelompok. 

Ketiga, behavior change atau perubahan perilaku merupakan fungsi komunikasi 

untuk mengajak seseorang atau kelompok agar sesuai dengan apa yang 

disampaikan. Keempat, change society atau perubahan masyarakat hal ini 

merupakan puncak dari proses komunikasi terciptanya masyarakat yang mampu 

hidup secara bersama-sama dalam suasana positif seiring dengan pemahaman dan 

kesepakatan dari kesadaran masing-masing individunya11. Keempat tujuan 

tersebut, bisa dijadikan sebagai indikator gagal atau berhasilnya proses 

komunikasi. Jika salah satu atau seluruh dari empat hal tersebut telah terbukti 

 
10 Ilaihi, 2010. Komunikasi Dakwah. Bandung : Remaja Rosda Karya. 77, 101 
11 Onong Uchjana Effendy, 2009. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakarya,8 
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berhasil, maka dapat dikatakan proses komunikasinya pun berhasil, begitu pun 

sebaliknya. 

Pesan dakwah yang disampaikan komunikator dakwah dimaksudkan untuk 

mempengaruhi orang lain harus mampu menyentuh kesadaran dan menggerakkan 

atau mendorong khalayak untuk bersikap dan berperilaku seperti pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dakwah.  

Imbauan pesan (message appeals) dalam setiap proses komunikasi 

dakwah, merupakan bagian penting yang harus disiapkan komunikator dakwah 

kepada khalayak agar dapat diterima dengan baik oleh khalayak sehingga dapat 

merangsang untuk dapat mengubah persepsi, sikap dan perilaku komunikan 

dakwah. Jika pesan dakwah yang disampaikan oleh komunikator dakwah 

dimaksudkan untuk mempengaruhi komunikan dakwah agar dapat mengubah 

perilakunya, maka pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator dakwah 

harus menyentuh motif untuk menggerakkan atau mendorong perilaku 

komuniakan dakwah.  

Materi atau pesan dakwah, menurut Tata Sukayat merupakan pesan-pesan 

yang berupa ajaran Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek 

kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam 

Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Pesan dakwah berisi semua bahan pelajaran 

yang disampaikan para da’i kepada mad’u dalam suatu aktivitas dakwah agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum materi dakwah bisa 
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diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu masalah akidah, masalah 

syariat, masalah muamalah, dan masalah akhlak12. 

Zakat sebagai salah satu materi/isi pesan dakwah dalam ajaran Islam13 

memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, 

dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata disebutkan di dalam 

al-Qur’an dan Hadits sebagai rujukan utama ajaran Islam, serta terefleksikan 

dalam sejarah Islam.  

Pengelolaan zakat dalam konteks dakwah di Indonesia dengan keluarnya 

Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka 

pengelolaan zakat di Indonesia, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) Bambang Sudibyo (2019)14, zakat sebagai materi/isi pesan dakwah sudah 

menjadi urusan negara.   

Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 

menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.  

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil di kabupaten Garut, dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah Kapupaten Garut Nomor 6 tahun 2014 tentang 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, dapat dimaknai bahwa pengelolaan zakat, 

 
12 Tata Sukayat, 2015. Ilmu Dakwah. Bandung : Simbiosa, 25-27 
13 Wahyu Ilaihi: 2010. Komunikasi Dakwah, Bandung : Remaja Rosda Karya, 102 
14 Sambutan pada Rakorda Baznas se-Jawa Barat, 17/07/2019 
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infaq dan shodaqoh sudah menjadi salah satu urusan tanggungjawab kepala 

daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. 

Peran Kepala Daerah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh 

menjadi sangat penting dilakukan dalam melakukan komunikasi dakwah kepada 

perangkat pemerintahan daerah kabupaten, dalam hal ini sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan 

pemerintahan daerah kabupaten Garut15.  

Komunikasi dakwah juga harus dilakukan oleh Bupati Kabupaten Garut 

kepada organisasi di luar birokrasi pemerintah daerah, yaitu Baznas Kabupaten 

Garut yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baznas 

pada tingkat kabupaten dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di kabupaten 

Garut. Baznas Kabupaten Garut sebagaimana ketentuan Perda nomor 6 tahun 2014 

harus bertanggung jawab kepada Baznas Provinsi dan Bupati sebagai Kepala 

Daerah.   

Komunikasi dakwah yang dilakukan Bupati Kabupaten Garut kepada 

Baznas Kabupaten Garut sebagai kelembagaan resmi pengelola zakat di tingkat 

daerah sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Daerah, penting dilakukan 

karena Baznas Kabupaten Garut diperlukan oleh Bupati Garut dalam rangka 

melakukan sosialisasi dan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di 

lingkungan instansi dan kecamatan dalam ruang lingkup pemerintah daerah 

 
15 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 209 ayat 2 
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Kabupaten Garut   

Kesuksesan dakwah sebagai kegiatan berkomunikasi yang 

menitikberatkan pada transformasi perilaku beragama di dalam masyarakat, 

menurut Kholidah (2014)16, tidak bisa terpisah dari pesan dakwah yang 

disampaikan para da’i (komunikator dakwah). Agama Islam mengajarkan bahasa 

universal dalam berdakwah seperti yang termaktub di dalam kitab suci Al Qur’an.  

 Landasan pemikiran penelitian ini dalam konteks disiplin ilmu komunikasi 

dakwah dengan merujuk kepada komponen-komponen komunikasi dakwah 

sebagaimana disebutkan Ilaihi (2010)17 dapat dinyatakan bahwa komunikasi 

dakwah yang dilakukan Bupati Kabupaten Garut sebagai komunikator dakwah 

menyampaikan pesan dakwah kebijakan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh 

kepada instansi/dinas/lembaga dan Camat di lingkungan pemerintah daerah dan 

Baznas Kabupaten Garut sebagai komunikan dakwah dapat dikategorikan sebagai 

dakwah struktural.  

Dakwah struktural, sebagaimana disebutkan Tata Sukayat (2015)18, 

merupakan kegiatan amar ma’ruf nahy munkar dalam rangka membumikan nilai-

nilai Islam yang universal dengan menggunakan struktur kekuasaan, yang 

dilakukan negara (pemerintah) dengan berbagai perangkatnya untuk 

 
16 Kholidah, 2014, Jurnal Bahasa dan Seni, volume 42 no 1 
17 Wahyu Ilaihi. 2010. Komunikasi Dakwah. Bandung : Remaja Rosda Karya, 76-119 
18 Tata Sukayat, 2015. Ilmu Dakwah. Bandung : Simbiosa. 142-143. 



15 

 

 
 
 
 

mengonstruksikan tatanan masyarakat sesuai dengan petunjuk Tuhan, melalui 

kebijakan publik. 

   Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2004)19 adalah hal-hal yang 

diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah 

untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Dalam struktur kebijakan publik di 

Indonesia pasca ditetapkannya UU no 22 tahun 1999, maka kebijakan publik di 

Indonesia, adalah UUD 1945, Keputusan MPR, Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota beserta 

turunannya (Dwijowijoto, 2004)20.  

Peraturan Daerah Kabupaten Garut no. 6 tahun 2014 tentang pengelolaan 

zakat, infaq dan shodaqoh merupakan kebijakan publik yang sudah dinyatakan 

berlaku dan harus dilaksanakan di kabupaten Garut. Sedangkan isi Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut No. 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh, merupakan pesan dakwah Islam, maka isi Peraturan Daerah tersebut 

merupakan pesan dakwah kebijakan yang harus disosialisasikan dan dilaksanakan 

oleh Bupati Kabupaten Garut serta pelaksanaan Peraturan Daerah yang sudah 

ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Garut. 

Cara penyampaian komunikasi dakwah pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Garut kepada para kepala 

dinas/instansi/lembaga dan para camat di lingkungan pemerintah daerah 

 
19 Dwijowijoto, 2004, Kebijakan Publik. Jakarta : Gramedia, 54-58 
20 Dwijowijoto, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta : Gramedia, 58 
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kabupaten Garut dan Baznas Kabupaten Garut dapat dilakukan melalui 

komunikasi organisasi.  

Merujuk teori komunikasi organisasi, maka teori komunikasi organisasi 

yang dapat dijadikan pendekatan untuk merumuskan kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah teori komunikasi kewenangan sebagaimana dinyatakan oleh 

Chester Barnard (1938), dalam Romli (2014)21, yang menyatakan bahwa fungsi 

seorang eksekutif dalam mengembangkan dan memelihara suatu sistem 

komunikasi. Barnard, sebagaimana dinyatakan Romli, menyamakan kewenangan 

dengan komunikasi efektif. Penolakan suatu komunikasi sama dengan penolakan 

kewenangan komunikator. Dengan menerima suatu pesan atau perintah dari orang 

lain, seseorang memberikan kewenangan kepada perumus pesan dan karenanya 

menerima kedudukannya sebagai bawahan.  

Media komunikasi dakwah Bupati Kabupaten Garut kepada para kepala 

dinas/instansi/Lembaga dan para camat di lingkungan pemerintah daerah 

kabupaten Garut dan Baznas Kabupaten Garut dalam penyampaian pesan dakwah 

kebijakan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dapat dilakukan melalui media 

audiensi, upacara, rapat ataupun rakor, maupun penyebaran media cetak atau 

elektronik pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. 

 
21 Romli, Khomsahrial. (2014). Komunikasi Organisasi. Jakarta : Grasindo, 32-34 
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Kegiatan komunikasi dakwah struktural pengelolaan zakat, infaq dan 

shodaqoh yang dilakukan Bupati Kabupaten Garut kepada para kepala 

dinas/instansi/Lembaga dan para camat di lingkungan pemerintah daerah 

kabupaten Garut, jika merujuk isi Peraturan Daerah no 6 tahun 2014 tentang 

pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah dilakukannya beberapa kegiatan 

diantaranya; pertama, sosialisasi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di 

instansi/dinas/lembaga maupun kecamatan serta seluruh aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Garut. Kedua, pembentukan 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi/dinas/lembaga maupun kecamatan di 

kabupaten Garut. Ketiga, pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh di UPZ 

instansi/dinas/lembaga maupun kecamatan di kabupaten Garut. Keempat, adanya 

pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di 

UPZ instansi/dinas/lembaga maupun kecamatan di kabupaten Garut. 

Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan kerangka 

penelitian Komunikasi Dakwah Struktural Bupati Kabupaten Garut dalam 

pengelolaan zakat, infaq di lingkungan Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten 

Garut, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut : 
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Gambar 1 : 

Komunikasi Dakwah Struktural Bupati Garut dalam Pengelolaan ZIS 
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- Komunikasi Kewenangan 

    
           Pesan Dakwah (Perda Kab Garut no 6 / 2014) 

1. Sosialisasi pengelolaan ZIS, 2. Pembentukan UPZ instasi/kecamatan 

3. Pengumpulan ZIS di UPZ instasi/kecamatan, 4. Pembinaan, pengawasan, pelaporan 
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